WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4§ATAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan  kegiatan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan telah diatur dalam Peraturan Wali
Kota Padang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kriteria
kegiatan maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah
dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl3
Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Kot Padang Tahun 20 16 Nomor
6);

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2019
Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah
Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup

masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diutamakan terhadap :
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi :

COENOOU AN

jaringan air minum;

drainase dan selokan;

sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan;
sumur resapan,

jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
alat pemadam api ringan;

pompa kebakaran portabel;

penerangan lingkungan pemukiman; dan

sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.



b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana transportasi, meliputi :
1. jalan / jembatan pemukiman;
2. jalan poros Kelurahan;
3. gang lingkungan; dan
4. tembok penahan tanah/kirmir.
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan, meliputi :
1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal,
2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
3. septiktank individual/komunal;
4. jamban keluarga;
5. sarana olahraga masyarakat; dan
6. sarana prasarana kesehatan lainnya.
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
taman bacaan masyarakat;
bangunan pendidikan anak usia dini;
wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
sarana kesenian dan kebudayaan tradisional; dan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
g
prasarana transportasi berupa jalan/jembatan pemukiman dan jalan
poros Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. meliputi pembangunan/betonisasi jalan/jembatan, peningkatan
jalan/jembatan, pemeliharaan jalan/jembatan

b. lebar jalan/jembatan paling banyak 4 m (empat meter); dan

c. jenis konstruksi jalan/jembatan adalah hotmix/readymix/rabat beton.

(2) Pembangunan gang lingkungan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. lebar gang lingkungan sedikit 1 m (satu meter);
b. gang lingkungan tidak boleh dibangun diatas saluran drainase /irigasi;
dan
c. jenis konstruksi berupa rabat beton dan/atau hotmix.
(3) Pembangunan tembok penahan tanah/kirmir dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. menyertakan bukti tidak keberatan dari pemilik lahan yang diketahui
oleh Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah setempat; dan
b. untuk kirmir pelengkap jalan diupayakan di luar bahu jalan.



Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal $ Agustus 2019

DTA PADANG,

Diundangkan di Padang
pada tanggal & Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,
fg-
—
AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 43



